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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 13 TAUN 2008 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAM DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 

BUPATI JEPARA, 

bahwa untuk melaksanakan pembangunan dgerah yang berbasis 
pada kepentingan masarakat Kabupaten Jepara Tahun 20O 
dan sesuai dengan amanat pasat 26 Undang-Undang Nomor ZS 
Tahon 2004 tentang Sister Perencanaan Pembangunan 
Nasional, pertu dietepkan Rencana Kerja Pererintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009 

b berdasaran pertimbangan sebagaimana dimnaksud huruf a, petl 
ditetapkan dengan Peraturan Bupate 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuan 
Daerah.daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengab 

2 Undang-Undang Noma 25 Tahu 200 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3952) 

3. Undang-Undang Nome 10 Tahun 2004 tentang embentuk.an 
Peraturan Perundang-ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2004 Nomar 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) 

4. Undang-Undang Nomr 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lermbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421) 

5. Undang-Undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 20O4 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nm0r 4437), sebaga mana tetah bebarapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2008 Norr 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) 

6. Undang-Undang 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O7 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 N@mor 33 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norm0r 4438 

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norr 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Nomor 4578) 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Peryusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor g7 Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Norat 4864 

9. Peraturan Presiden Ncmo 7 Tahun 200 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004.2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) 

10.Peraturan Merten Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 200 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telat 
diubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomar 59 Tahun 
2007 tentang Perubaha Atas Peraturan Merteni Dalamn Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 200 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerat 
(RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tatun 2007 Nomor 2, ambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nmor 1); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Rencana Pempangunan Jangka Menengah Daerah 
(RpdD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 (Lembaran 
Daerah Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 14) 

13 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara 
(Benita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55) 

Menetapkan PERATURAN 
PEMERINTAH 
TAHUN 20OS 

MEMUTUSKAN 

BUPATI TENTANG RENCANA KER.JA 
DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA 

Pasal 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaoupaten Jepara Tahun 2009 merupakan 
Dokuren Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara untuk periode 
tahun 2009 dan sebagi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 
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Sistematika Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009 
adalah sebagai berikut 

BABI 
BAB II 

BAB III 

BAB IV 
BAB V 

Pendahuluau 

Rancanga Kerangka Ekonomi Daerah 

Prioritgs Pembangunan Daerah 

Rencana Kerja dan Pendaraan 

Penutup 

- 

Pasal 3 
Rencana Kerg Pererintah Daerah Kabupaten Jepar Tatun 2009 beserta matriknya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran ll yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dani Peraturan ii 

asal 4 

Rencana Kera Pemenintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 merupakan landasan 
dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Jepara dalamn merenanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2009 

Pasa 5 
Peraturan imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mermerintakan pengundangan eraturan ii dengan 
penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal A 1Me 2008 

c 
HENDRO MARTOJO 

Dundangkan di Jepara 

pada tanggal 2 a ee 8 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) emegang peranan yang 

argat pending sebaga dokumen perenoanaan pembargunan tahunan 

daerah. RKID Kabupaten Jepans Tahan 2009 menjadi acuan dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2009 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementaa Tahun 2009, da 

selanjutnya meniadi pedoman perusunan Rancamgan Ang,gafan 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara Tahun 2009. 

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ind, sangat tergantung pad 

kesiapan dan kerampuan sea kompomen masyarakat, bail ksekuti, 

egislatif, dunis saha, kelompok kepentingan, maupun rrasyarakat, jug,a 

sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran 

dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan (stakeholders). Faktor-faktor in 

dicerminkan pada kualitas dan prolesionalisme dalam pengeloaan 

pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksaraan, 

pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap 

sehingga hasil pembangunan menjadi optimal 

Deng,an derikin, hasi-hasil pembangunan diharapkan dapat merata 

di seluruh wilayah dan lapisan masyatakat, mampu meringkatkan kegiatan 

ekonomi dan perturbuhan ekonomi dan meringkatkan kesejahteraan 

masyarakat deng,an stabilitas yang mantap 

c 
HENDRO MAR TOJO 
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